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Tak Revisi PKPU Keterwakilan Perempuan

KPU Cs Akhirnya Disomasi

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan
melayangkan somasi kepada tiga lembaga
penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PASALNYA. lembaga pe-
nyelenggara pemilu itu tidak
merevisi Peraturan Komisi Pe-
milihan Umum KPU {PKPU)
soal keterwakilan perempuan.
Awal mulanya, KPU beren-
cana merevisi beleid dalam Pasal
8 ayat (2) a PKPU Nomor 10
tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota
soal keterwakilan perempuan
Tapi. pada Rabu (17/5). KPU
malah memilih munduk pada
Komisi Il DPR yang meminia
agar PKPU Nomor 10 tahun
Wakil Koordinator Maju Pe-
rempuan Indonesia, Titi Ang-
graimi mengaku telah mengirim
somasi ke KPU. Bawashn dan
DKPP pada Jumat (19/5). Dia
menilai, KPU ndak menepati
janjinya untuk merevisi Pasal 8
ayat (2) horuf a PKPU 1042023

karena winduk pada hasil kon-
sultasi dengan Komisi [T DPR
dan Pemenintah.

“Kami meguntut KPU wntuk
melaksanakan kewajiban hukum
sesuai demgan sumpah jabatan,”
tegas Titrdalam Keterangannya,
kemarin.

“Juga, demi menerapksn prin-
sip mandin déngan segera me-
netapkan revisi'Pasal 8 PKPU
Nomor 10 Tahum 2023 antuk
memulihkan hak politik perem-
puan schaga calon anggota
legislatif.” sambung Titi.

Koalisi mendesak KPU secara

segera memublika-

sikan data terkait pencapaian
keterwakilan perempuan. Se-
kurang-kurangnva. kata dia,
30 persen dalam daftar calon
legislatif dan daftar bakal calon
anggota legislanf yang telah dia
Jjukan oleh partai politik (parpol).
Adapun Bawaslu, tambah Tit,

disomasidengan dituntut melak-
sanakan fungsi pengawasan
dan menerbitkan rekomendasi
kepada KPU agar melaksanakan
kewajiban hukumnya sesuai
sumpah jabatan. menerapkan
prinsip mandiri. tegak lurus
menegakkan konstitusi dan Un-
dang-Undang tentang Pemiluw
“Segera menetapkan revisi
PKPU Nomor 10#2023 dalam
waktu 2x24 jam untuk memulihkan
hak politik-perempuan.” tegasnya.
Bila KPU tidak menindak-
fanjuti rekomendasi_Bawaslu,
Titi mengancaim bakal menuntut
Bawasly untuk menggunakan
kewenangannya mengajukan
#ji maten kepada Mahkamah
Agung (MA) scbagaimana dia-
tur dalam ketentuan Pasal 76
ayat (2) UU tentang pemilu.
Sedangkan somasi kepada
DEPP, kata Titi, dialamatkan
dengan menuntut lembaga 1tu
memastikan KPU melaksanakan
kewajiban hukum sesuai sumpah
jabatannva dan kode ctik penye-
lenggara pemilu. “DKPP juga
ditunmut memastikan KPU metak-
sanakan prinsip profesional, akun-
label, dan transparan,” mmbubnya.
Direktur Lingkar Madani In-

donesia (Lima). Ray Rangkuti
menambahkan. KPU. Bawaslu
masih tidak berdaya di hadapan
partai-partai di DPR. Pasalnya.
KPU tidak juga mertwisi aturan
tentang keterwakilan perem-
puan dalam PKPU No 10 Tahup
2023 karena ditolak rencana ofeh
Komisi [LDPR:

“KPU dan Bawaslu sekarang
belum sepenuhnya independen
dan mandin dan peserta pemiiu.
Khususnya dari parpol yang
eksis di DPR.™ ujar Ray.

Dia mengaku khawatr deng-
an situasi ini. Sebab, KPU dan
Bawaslu terlihat lebih seperti
pelayan partai politik parlemen di-
bandingkan penyelenggara pemilu
yang mandin dan mdependen.

“Dalam bahasa lain. KPU d
Bawaslu seperti penvelenggara
pemilu rasa parpol.” tudingnya

Ray mcnilai, KPLU. dan Ba-
waslu cenderung mengabaikan
berbagai persoalan tahapan pe-
milu selama tidak dipersoalkan
parpol parlemen. Berbagai ke-
tentuan untuk membuat desain
pemilu yang lebih demokratis,
transparan dan kanal bagi upaya
mencegah penjahat polink ma-
suk ke dalam kekuasaan negara

scrasd terabakan.

Sebelumnya, Ketua KPL Has-
yim Asyari menegaskan, belum
akan merevisi PKPU Nomor 10
Tahun 2023 entang Pencalonan
Anggota DPR. DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/K ofa soal
keterwakilan perempuan.. Dia
berkilah, KPU sudah berinisiatif
untuk mengakomodir kepenting-
an keterwakilan perempuan,
sekalipun ketentuan vang diper-
soalkan belum direvisi.

“Berbagai masukkan yang di-
sampaikan oleh sejumlah pihak
telah didengar, dan secara prose-
dural KPU telah berkonsultasi
dengan DPR dan Pemerintah
di dalam forum rapat dengar
pendapat (RDP).” ujar Hasyim.

Terlebih. Hasyim menilai.
angka keterwakilan perempuan
di dalam pendaftaran bakal calon
anggota legislatif (bacaleg) se-
benamya sudah melampaui tar-
get minimum sebesar 30 persen.

*18 partai vang daftar bakal
calon di KPU, angka Keterwakil-
an perempuannya sudah di atas
hatas minimz| yang ditentukan
oleh undang-undang, vaiu 30
persen minimal Keterwakilan
perempuan.” pungkasnya. m TiF



